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 This study aims to describe and analyze the performance of the Minahasa 

Regency KPU in the areas of socialization, voter education, community 

participation, and human resources related to the implementation of the 2024 

elections. The research method used is a descriptive qualitative research 

method. The data collection techniques employed are observation, 

interviews, and documentation. The data sources are members and staff of 

the Minahasa Regency Election Commission (KPU). The research findings 

indicate that: 1) The effectiveness of election implementation is not yet 

optimal due to delayed information and weak technical evaluation, leading 

to miscommunication on the ground; 2) Socialization is not yet equitable, 

particularly in remote areas, resulting in information gaps and low 

participation; 3) Transparency remains limited due to insufficient public 

information access and inadequate oversight, which has generated negative 

perceptions of the election process. Therefore, it is recommended to enhance 

technical coordination, expand community-based outreach, and strengthen 

public access to information to make the conduct of elections more effective, 

participatory, and transparent. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja 

KPU Kabupaten Minahasa Pada Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, 

Partisipasi Masyarakat dan SDM terkait Penyelenggaraan Pemilu Tahun 

2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Sumber data adalah Anggota dan Pegawai 

KPU Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

Efektivitas pelaksanaan pemilu belum optimal karena keterlambatan 

informasi dan lemahnya evaluasi teknis, yang berdampak pada 

miskomunikasi di lapangan; 2) Sosialisasi belum merata, terutama di wilayah 

terpencil, sehingga menyebabkan kesenjangan informasi dan rendahnya 

partisipasi; 3) Transparansi masih terbatas karena kurangnya akses informasi 

publik dan pengawasan yang belum maksimal, yang menimbulkan persepsi 

negatif terhadap proses pemilu. Maka disarankan untuk meningkatkan 

koordinasi teknis, memperluas sosialisasi berbasis komunitas, serta 

memperkuat akses informasi publik agar penyelenggaraan pemilu lebih 

efektif, partisipatif, dan transparan. 
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I. PENDAHULUAN 

 Kinerja merupakan suatu hasil dari proses yang mengacu dan diukur dalam suatu periode tertentu sesuai 

dengan kesepakatan, standar dan ketentuan yang telah disepakati bersama [1]. Secara etimologi, kinerja berasal 

dari kata prestasi kerja (performance). Mangkunegara mengatakan bahwa istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya [2]. Kinerja merupakan suatu istilah umum yang digunakan 

untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, seiring dengan 

referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya [3]. Sadeli dan Prawira menyatakan bahwa 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kauntitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya  sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja sebagai hasil-hasil dari fungi 

pekerjaan atau aktivitas seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu [4].  

Kinerja pegawai dimaknai sebagai pencapaian tugas, di mana pegawai dalam melakukan pekerjaannya 

dituntut untuk bisa mengikuti program kerja organisasi yang telah ditetapkan agar dapat mencapai visi, misi, dan 

tujuan organisasi. Triastuti menilai bahwa kinerja pegawai sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kemajuan suatu organisasi, di mana semakin tinggi kualitas kinerja maka semakin cepat pula pencapaian tujuan 

efektifitas kinerja pegawai dalam sebuah organisasi [5]. Pegawai berperan sebagai faktor penentu dalam 

pencapaian tujuan instansi pemerintah, karena pegawai bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, sampai 

evaluasi program kerja yang telah dirancang. Selain sebagai salah satu faktor penentu pencapaian tujuan, pegawai 

juga memiliki fungsi sebagai penggerak utama jalannya organisasi [6]. Pegawai adalah salah satu sumber daya 

yang berpengaruh besar atau sangat penting dalam menjalankan organisasi. Keberhasilan dan kegagalan dalam 

suatu organisasi ditentukan oleh kinerja pegawai [7]. 

Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan dan instansi. Dengan kinerja 

pegawai yang baik pada suatu perusahaan atau instansi, maka perusahaan atau instansi tersebut akan dapat 

mencapai tujuan yang diinginkannya. Hal ini dikarenakan kinerja sebagai penentu keberhasilan serta 

kelangsungan hidup perusahaan. Dalam setiap organisasi, manusia merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting dalam menghidupakan organisasi tersebut. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi 

instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat berhasil maupun gagalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan [8].  

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, 

yakni meliputi pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [9]. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, juga dikenal sebagai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga negara yang 

bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di masing-masing wilayah tersebut. Selain itu, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur posisi panitia pemilihan, 

termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 

Suara Luar Negeri (KPPSLN) [10]. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggara Pemilu terletak 

pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara 

Pemilu. Adapun sifat kelembagaan KPU, sebagaimana berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017), mengatur 

bahwa “dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya” [11]. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di 

Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kabupaten Minahasa bertugas menyelenggarakan berbagai 

tahapan pemilu dalam pemilihan kepala daerah, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon, 

pemungutan suara hingga rekapitulasi dan penetapan hasil pemilih. Pemilihan umum atau disingkat dengan 

pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 



 

 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membuka sejarah kepemiluan di Indonesia tidak bisa dilepaskan 

dari sejarah perjuangan terbangunnya proses demokrasi di tanah air. Data menunjukkan bahwa semenjak 

kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 13 

(tiga belas) kali, dengan beragam konstelasi, dan dinamika politik penuh warna, yang menyertai penyelenggaraan 

pemilu tersebut. 

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi dan juga penerapan sila keempat 

Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk 

memilih wakil rakyat di badan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupu daerah. Pemilihan umum di 

Indonesia sejak tahun 1955 hingga tahun 2024 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, 

penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu 

ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemelu adalah partisipasi politik yang di wujudkan dengan 

pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh di katakan bahwa semakin tinggi 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada 

umunya diangap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditsfsirkan bahwa banyak warga masyarakat tidak 

menaruh perhatian terhadap negara. 

Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia perlu didukung suatu 

lembaga yang transparansi. Untuk itu, lembaga penyelenggaraan pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi 

maksudnya harus konsistensi terhadap tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pemilu, 

ketidakberpihakan kepada salah satu peserta pemilu maksudnya harus bersifat adil tidak pandang bulu serta 

memahami tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga 

negara. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang berkompeten yang mampu mendukung 

pelaksanaan pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. 

Komisi pemilihan umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses 

pemillihan berlangsung secara transparansi, adil, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan pemilihan umum 

tahun 2024 terdapat tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Minahasa, yaitu keterlambatan dalam 

penyampaian informasi karena kesibukan dilapangan, keterbatasan waktu dan sumber daya terutama saat 

padatnya tahapan pemilu, implementasi respons cepat dilapangan tidak selalu merata terutama diwilayah dengan 

akses yang terbatas, masih banyak PPK dan PPS yang belum memahami  teknis penyusunan laporan. Hal ini 

menyebabkan timbulnya miskomunikasi dan lambatnya penyesuaian teknis ditingkat bawah serta kesalahan 

dalam laporan berakibat pada keterlambatan verifikasi dan input, sehingga perlu peningkatan pemahaman dan 

ketelitian. Selain itu masalah yang dihadapi oleh KPU di Kabupaten Minahasa yaitu, masih ada warga yang 

memilih untuk golput walaupun sudah memahami informasi dasar pemilu, partisipasi dari tokoh masyarakat, 

organisasi kepemudaan dan lembaga pendidikan masih jarang dan belum tersebar secara merata, kegiatan 

sosialisasi bagi pemilih pemula dan penyandang disabilitas belum optimal khususnya di daerah-daerah dengan 

akses dan infrastruktur yang terbatas. Akibat dari kondisi ini adalah rendahnya efektivitas sosialisasi yang 

berujung pada ketimpangan partisipasi pemilih diberbagai wilayah. Kurangnya transparansi juga menjadi salah 

satu kendala yang ada di KPU Kabupaten Minahasa, khususnya dalam proses seleksi badan ad hoc yang masih 

dinilai kurang terbuka pada tahap penilaian serta rendahnya pelibatan publik dalam pengawasan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif [12]. Menurut Mulyana penelitian kualitatif 

sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara 

mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini 

antara lain Anggota dan Pegawai KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Minahasa. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan/verifikasi [3]. Fokus dalam 

penelitian ini berdasarkan pada tiga indikator atau subfokus, yaitu: 1) Efektivitas, 2) Sosialisasi, dan 3) 

Transparansi. 

 

 

 



 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, 

yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, 

Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 13 kali, dengan berbagai dinamika politik yang mencerminkan 

perjalanan demokrasi bangsa. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante. Sejak saat itu, pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai 

perubahan dalam aspek hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran, dan manajemen 

pelaksanaannya. 

Pemilu merupakan implementasi dari sistem demokrasi dan penerapan sila keempat Pancasila serta Pasal 

1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai mekanisme untuk memilih 

wakil rakyat di badan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah, pemilu di Indonesia mengalami 

banyak perubahan sejak 1955 hingga Pemilu serentak 2019. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan 

pemilu adalah tingkat partisipasi politik masyarakat, yang tercermin dari pemberian hak suara oleh warga negara 

yang telah memenuhi syarat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilu, semakin baik pula kualitas 

demokrasi yang tercipta. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi dapat menjadi indikasi kurangnya perhatian 

masyarakat terhadap proses politik negara. 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Dalam Penyelenggaraan 

Pemilu Tahun 2024, maka yang menjadi indikator penelitian ini yaitu: 

 

1. Efektivitas 

Handoko menyatakan bahwa “Efektifivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat 

atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan” dapat dikatakan bahwa efektivitas 

adalah suatu kesesuaian tujuan dan hasil yang dicapai” [13]. Efektivitas menggarisbawahi bagaimana hasil yang 

ideal dapat dicapai sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, makna 

Efektivitas secara keseluruhan menunjukkan seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah 

tercapai. Keberhasilan suatu organisasi adalah efektivitas kerja dalam pencapaian organisasi yang sangat 

menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut Ratminto dan Atik efektivitas didasari atas tujuan yang 

ingin dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ada, namun masih ada saja publik yang kurang merespon 

akan hal ini karena tidak diharapkan oleh publik, yakni dari segi biaya yang tidak transparan yang memungkinkan 

terjadinya pungli di instansi tersebut, apabila terdapat biaya dalam segi aktual maka perlu adanya kepastian biaya 

pelayanan, yakni kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa secara umum KPU telah menyusun strategi 

pelaksanaan Pemilu 2024 secara terencana dan sistematis. Strategi tersebut meliputi penyusunan jadwal kerja 

yang rinci serta pelaksanaan koordinasi rutin dengan PPK, PPS, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi ini 

dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi daring, yang dinilai cukup efektif dalam menjaga 

kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala yang berdampak 

pada efektivitas pelaksanaan. Pertama, meskipun koordinasi telah dilakukan secara terstruktur, terjadi 

keterlambatan penyampaian informasi akibat kesibukan petugas di lapangan. Akibatnya, terjadi potensi 

miskomunikasi dan keterlambatan penyesuaian teknis di tingkat bawah. Kedua, evaluasi terhadap kinerja badan 

ad hoc seperti PPK dan PPS memang dilaksanakan, namun belum mencakup seluruh aspek secara mendalam 

karena terbatasnya waktu dan sumber daya, terutama pada masa padat tahapan pemilu. Hal ini menyebabkan 

beberapa kelemahan operasional tidak segera teridentifikasi dan diperbaiki secara menyeluruh. Ketiga, 

pelaksanaan respons cepat oleh KPU terhadap masalah teknis dan non-teknis tidak merata di seluruh wilayah, 

khususnya di daerah dengan akses yang terbatas atau situasi sosial-politik yang sensitif. Dampaknya, terdapat 

keterlambatan dalam penyelesaian masalah di lapangan dan menurunnya kualitas pelaksanaan tahapan di wilayah 

tersebut. 

Efektivitas, menurut Handoko, merupakan kemampuan memilih cara dan alat yang tepat untuk mencapai 

tujuan, sedangkan Ratminto dan Atik menekankan pentingnya pencapaian tujuan sesuai perencanaan dan harapan 

publik, termasuk transparansi biaya dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten 

Minahasa, efektivitas belum sepenuhnya tercapai. Meskipun telah ada jadwal kerja dan koordinasi rutin, 

keterlambatan penyampaian informasi di lapangan menimbulkan miskomunikasi dan lambatnya penyesuaian 

teknis. Evaluasi yang tidak menyeluruh karena keterbatasan waktu juga membuat beberapa kelemahan 

operasional tidak segera tertangani. Respons terhadap masalah teknis dan non-teknis pun tidak merata, terutama 



 

 

di wilayah dengan akses terbatas. Selain itu, rendahnya pemahaman teknis pelaporan menyebabkan kesalahan 

administratif yang mengganggu proses verifikasi dan akuntabilitas laporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pencapaian tujuan belum sepenuhnya sejalan dengan perencanaan yang ada. Agar efektivitas meningkat, perlu 

penguatan komunikasi, pemerataan respons cepat, serta peningkatan pemahaman teknis pada seluruh jenjang 

pelaksana. 

 

2. Sosialisasi 

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang melakukan internalisasi konsep, nilai- nilai, ide atau 

gagasan kepada orang lain dalam suatu kelompok atau institusi sosial sehingga memunculkan partisipasi 

(keikutsertaan) di dalam kelompok atau institusi sosial tersebut. James W. Vander Zanden mendefenisikan 

sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku 

essensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat”. Sosialisasi politik merupakan penyampaian 

pengetahuan dan penanaman nilai-nilai politik kepada suatu generasi dengan tujuan agar mereka dapat 

memainkan peran politik secara baik di masa datang [14]. 

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi Pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Minahasa telah meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap informasi dasar pemilu, terutama di wilayah perkotaan dan kalangan pemilih 

pemula. Namun, peningkatan pemahaman ini belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif, karena masih ada 

masyarakat yang memilih golput. Keterlibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal sudah mulai terlihat, tetapi 

belum merata dan masih pasif karena kurangnya pelibatan yang terstruktur. Akibatnya, cakupan sosialisasi belum 

maksimal. Upaya sosialisasi kepada pemilih pemula dan penyandang disabilitas juga belum optimal, terutama di 

daerah yang sulit dijangkau. Ini menyebabkan ketimpangan pemahaman dan potensi rendahnya partisipasi dari 

kelompok tersebut. Ketergantungan pada media digital efektif bagi sebagian masyarakat, namun belum 

menjangkau kelompok yang tidak akrab dengan teknologi, sehingga terjadi kesenjangan informasi. 

Sesuai teori sosialisasi James W. Vander Zanden, sosialisasi bertujuan membentuk pengetahuan dan sikap 

agar individu dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu di 

Kabupaten Minahasa, penyampaian informasi dasar telah terlaksana dengan baik, namun belum cukup mendorong 

partisipasi aktif karena masih banyak masyarakat yang golput. Pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal 

belum merata dan cenderung pasif, menunjukkan bahwa proses interaksi sosial yang inklusif belum berjalan 

optimal. Sosialisasi melalui media digital memang menjangkau pemilih muda, tetapi menyisakan kesenjangan 

bagi kelompok yang tidak akrab dengan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian nilai-nilai 

partisipatif belum sepenuhnya terserap oleh seluruh lapisan masyarakat. 

 

3. Transparansi 

Keberhasilan pemilihan umum juga bergantung pada transparansi, integritas, dan keadilan. Pemilihan 

umum harus diadakan dalam suasana yang bebas dari penipuan, korupsi, atau intervensi. Ini berarti bahwa proses 

pemilihan harus terbuka untuk pemantauan publik dan harus dilaksanakan secara adil [15]. Well et al., menyatakan 

bahwa transparansi merujuk pada kemampuan lembaga penyelenggara pemilu untuk terbuka dan jujur, serta 

ketersediaan akses informasi yang berguna dan penting bagi para pemangku kepentingan. Agoes dan Ardana juga 

mengungkapkan bahwa dalam transparansi terkandung informasi yang lengkap, benar, tepat waktu, tidak ada yang 

disembunyikan, atau ditunda-tunda pengungkapannya kepada semua pemangku kepentingan [16]. 

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kabupaten Minahasa 

belum sepenuhnya optimal. Proses seleksi badan ad hoc seperti PPK dan PPS memang diumumkan secara terbuka, 

namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak mengakses informasi tersebut. Akibatnya, partisipasi 

dan pengawasan publik terhadap proses seleksi rendah, serta muncul persepsi negatif bahwa tahap penilaian tidak 

transparan. Keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pemilu telah diupayakan, seperti dalam penyusunan DPT 

dan rekapitulasi suara, yang membantu mengurangi penyebaran hoaks. Namun, penggunaan media digital sebagai 

saluran utama belum menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga akses informasi masih terbatas. Sistem 

pengaduan telah berjalan dengan klasifikasi dan tindak lanjut yang jelas, tetapi tidak semua laporan diketahui oleh 

publik karena kurangnya penyebaran informasi. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya 

kuat, terutama dalam menilai respons dan akuntabilitas penyelenggara. Dalam aspek pengelolaan anggaran, 

pengawasan internal dan eksternal memang dilakukan, namun lebih fokus pada administratif dan prosedural. 

Kurangnya pengawasan terhadap efektivitas penggunaan dana di lapangan menyebabkan potensi inefisiensi dan 

melemahnya akuntabilitas publik. 



 

 

Transparansi dalam pemilu menuntut keterbukaan informasi yang menyeluruh dan dapat diakses publik, 

sebagaimana ditegaskan oleh Well et al., serta Agoes dan Ardana. Dalam praktiknya, KPU Kabupaten Minahasa 

telah membuka akses informasi, termasuk proses seleksi badan ad hoc dan tahapan pemilu lainnya. Namun, karena 

dominasi media digital dan minimnya penyebaran informasi secara langsung, banyak masyarakat tidak 

mengetahui informasi penting, sehingga partisipasi dan pengawasan publik masih rendah. Sistem pengaduan 

memang tersedia, tetapi belum diketahui secara luas, yang berdampak pada lemahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap akuntabilitas penyelenggara. Pengawasan anggaran juga masih fokus pada aspek administratif, belum 

menyentuh efektivitas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan 

secara merata dalam penyelenggaraan pemilu. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU Kabupaten Minahasa dalam 

penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini bisa dilihat dari tiga indikator 

utama yaitu: 1) Efektivitas pelaksanaan Pemilu oleh KPU Kabupaten Minahasa telah dirancang secara sistematis, 

namun masih terkendala pada koordinasi lapangan, evaluasi yang terbatas, dan lemahnya pemahaman teknis 

pelaporan keuangan. Akibatnya, terjadi keterlambatan informasi, miskomunikasi, kesalahan administratif, serta 

penurunan kualitas pelaksanaan tahapan pemilu di beberapa wilayah; 2) Sosialisasi,  berhasil menjangkau wilayah 

perkotaan dan pemilih pemula, namun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan 

dan mereka yang tidak akrab dengan media digital. Akibatnya, terjadi kesenjangan informasi dan rendahnya 

partisipasi, termasuk masih adanya warga yang memilih untuk golput karena kurang termotivasi; 3) Transparansi, 

KPU telah membuka akses informasi dan menyediakan mekanisme pengaduan, namun masih bergantung pada 

media digital dan belum diimbangi dengan penyebaran informasi langsung yang merata. Akibatnya, partisipasi 

dan pengawasan publik rendah, muncul persepsi negatif terhadap proses seleksi, dan melemahnya kepercayaan 

masyarakat terhadap akuntabilitas penyelenggaran. Maka disarankan untuk memperkuat sistem komunikasi dan 

koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan dan 

berbasis kebutuhan lapangan agar responsivitas dan pemahaman terhadap petunjuk teknis semakin merata. Serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula. Kemudian, meningkatkan transparansi, 

KPU harus menyediakan informasi yang mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat, serta mengoptimalkan 

seluran pengaduan yang mudah digunakan secara cepat dan terbuka.  
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